
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
NOMOR  4  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG, 

PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK   KALIORI DAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  

JAWA TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan  Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik 
Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. 
BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal 
Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten 
Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan hasil RUPS 
untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka 
pengembangan kegiatan usaha sehingga diperlukan 
penambahan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Rembang kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten 
Rembang, PD. BPR BKK Lasem,  PD. BKK Kaliori dan  PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; 
   

b. bahwa dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu mempertimbangkan rencana bisnis 
masing-masing perusahaan, hasil kajian kelayakan  
investasi dan kemampuan APBD Kabupaten Rembang 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik 
Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem,                      
PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Tengah perlu dilakukan perubahan guna penyesuaian 
dengan kondisi saat ini; 

SALINAN 



 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan 

Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK 
Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

 
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 
 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan 
Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah  (Lembaran Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor  
17); 

 
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121); 

 
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No 5) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 
Nomor 3); 
 

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 

Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 



 

Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendirian Aneka 
Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2002 Nomor 20); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 

Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pendirian PD. BPR Bank 
Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 
1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank 
Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 7); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 

2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 
Nomor 8 Seri E Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 54), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
75);   

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan 
Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK 
Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 
2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 106 )sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah 
Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK 
Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 118); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

dan 
BUPATI REMBANG 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 
TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH 
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN 
REMBANG,PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN   
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.  

 



 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik 
Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK   Kaliori  dan 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten 
Rembang Nomor   106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten 
Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran  Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2013 Nomor 118) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, ayat (2c) dihapus sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

(1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk penyertaan 
modal daerah berupa uang. 

 
(2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyertaan Modal Daerah dapat berupa barang milik Daerah. 
 

(2a) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa 
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati.  

 
(2b) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(2a) yang disertakan dinilai dengan uang oleh Tim yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.  

 
(2c)  Dihapus. 
 
(3) Modal Daerah yang disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 
dikelola tersendiri. 

 
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 5 

 
(1) Jumlah nilai penyertaan Modal Daerah yang disertakan pada BUMD, 

PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan  Bank Jateng adalah 
sebesar Rp.104.236.000.000,00,- (seratus empat miliar dua ratus tiga 
puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :  
a.   BUMD, meliputi: 

1. PDAM sebesar Rp.15.000.000.000,00,- (lima belas miliar 
rupiah);  

2. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.15.000.000.000,00,- (lima 
belas miliar rupiah); 

3. PD. Aneka Perusda: 
Unit Percetakan Daerah sebesar Rp.1.410.000.000,00,- (satu 
miliar empat ratus sepuluh juta rupiah ); 
 

b. PD. BPR BKK Lasem sebesar Rp.34.300.000.000,00,- (tiga puluh 
empat miliar tiga ratus juta rupiah); 



 

c. PD. BKK Kaliori sebesar Rp.3.295.000.000,00,- (tiga miliar dua 
ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan; 

d. Bank Jateng sebesar Rp.35.231.000.000,00,- (tiga puluh lima 
miliar dua  ratus tiga  puluh satu  juta rupiah). 
 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rembang  Tahun Anggaran 
2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.  

 
(3) Besarnya nilai penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah 
pada tahun anggaran berkenaan. 

 
(4) Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.   
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal   3 Agustus 2017 

 
BUPATI REMBANG, 
 

ttd 
 
ABDUL HAFIDZ 

 
Diundangkan di Rembang 
pada tanggal  3 Agustus 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 
 
 ttd 
 

SUBAKTI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN  2017 NOMOR  4 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI  
JAWA TENGAH: (  4/2017 ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


